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 Kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang 

melakukan Illegal Fishing di wilayah laut Indonesia sudah sesuai dengan 

ketentuan yang tertuang  dalam UNCLOS 1982 dan hukum nasional 

Indonesia. Dasar hukum penenggelaman kapal perikanan berbendera asing 

yaitu Pasal 69 ayat 4 dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 Tahun 

2015. Ditinjau dari aspek hukum internasional kebijakan penenggelaman 

kapal asing yang melakukan kegiatan Illegal Fishing di Indonesia dengan 

cara pengeboman tidak melanggar UNCLOS 1982 dikarenakan subyek 

yang dilindungi oleh Article 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, 

dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan 

pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan 

ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kebijakan penenggelaman 

kapal perikanan asing yang melakukan tindakan Illegal Fishing di wilayah 

laut Indonesia berdampak positif pada hasil tangkapan ikan para nelayan 

Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan nasional dari sektor 

perikanan. 

 

 

B. Saran 

 Efek dari kebijakan penenggelaman kapal berbendara asing yang 

melakukan tindakan Illegal Fishing di wilayah laut Indonesia yaitu salah 
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satunya berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara  

yang terkena sanksi penenggelaman kapal tersebut. Penulis memberi 

saran kepada Pemerintah Indonesia khususnya kepada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri agar tetap 

berkomitmen dengan kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut 

serta memberikan penjelasan kepada negara yang kapalnya terkena 

sanksi penenggelaman kapal agar hubungan diplomatik tetap terjaga 

dengan baik sehingga tidak menimbulkan permusuhan antar negara. 

Pemerintah Indonesia tidak boleh diintervensi dalam melakukan 

penegakan hukum kepada para pelaku tindakan Illegal Fishing agar 

hasil kekayaan laut Indonesia tidak semena-mena dieksploitasi oleh 

negara lain yang tidak bertanggungjawab dan merugikan Indonesia. 

Penulis mendukung dan mengapresiasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan khususnya kepada Menteri Susi Pudjiastuti yang dengan 

tegas dan lantang dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal 

perikanan asing yang melakukan tindakan Illegal Fishing. 
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